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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan sektor jasa semakin 

bertambah penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Perkembangan sektor jasa tersebut didorong oleh kemajuan pesat dalam bidang 

teknologi. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin 

dirasakan penting karena masyarakat semakin kritis terhadap produk jasa yang 

diperolehnya. Masyarakat sebagai konsumen tidak lagi sekedar membeli suatu 

produk jasa  tetapi juga lebih menginginkan suatu pelayanan yang terjamin dan 

berkualitas. 

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik yang menghadapi tantangan globalisasi. Semua negara 

berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan 

penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan 

tahun. Adanya penanaman modal ini merupakan salah satu instrumen dalam 

rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Tidak hanya 

antar negara, namun persaingan di dalam negeri juga sangat terasa, bahkan antar 

daerah juga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Jika 

pelayanan perizinan yang diberikan tidak memuaskan, maka dapat menyebabkan 

calon investor enggan untuk menanamkan modalnya, atau bisa jadi investor yang 

sudah menanamkan modalnya akan menarik usahanya di daerah lain yang 
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pengurusan izinnya lebih mudah. Bukan hanya investor saja, namun masyarakat 

umum yang mengurus izin, selain izin penanaman modal juga malas mengurus 

izinnya. Hal ini akan berdampak pada penurunan investasi serta timbulnya 

ketidak percayaan masyarakat / publik terhadap pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Pekanbaru. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam 

bidang  pelayanan perizinan non perizinan dan penanaman modal, dengan tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah Kota dalam bidang 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal 

dengan menjalankan fungsi koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 

administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman 

modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan 

dan kepastian. Dengan visi “Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan 

Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang Prima”. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Dengan jenis perizinan 

penanaman modal, antara lain: 

1. Pendaftara Penanaman Modal 
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2. Izin Prinsip Penanaman Modal 

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan 

Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan. 

Jenis-jenis pelayanan Non Perizinan dan kemudahan lainnya antara lain:  

1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin 

2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan 

3. Usulan unduk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) 

4. Angka pengenalan importir produsen (API-P) 

5. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 

6. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA, 01) 

7. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 

Berdasarkan informasi dari pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru tentang 

perizinan yang paling banyak diurus oleh masyarakat di DPMPTSP Kota 

Pekanbaru di tahun 2017, diantaranya: 

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

4. FISKAL 

Dalam menjalankan tugas pelayanannya DPMPTSP Kota Pekanbaru 

diharapkan harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang 
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berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 

63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 

publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian 

biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiiki 

konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. 

Dalam implementasinya DPMPTSP Kota Pekanbaru memiliki kualitas 

pelayanan yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Kota Pekanbaru 

sebagai salah satu Kota yang masuk dalam kategori A (Sangat Baik) dengan 

presentase nilai 78,78 – 94,50 dan menempati urutan kedua setelah Palembang 

dari 31 kota yang masuk dalam kategori A dan dari penilaian 57 Kabupaten/Kota 

berdasarkan hasil evaluasi unit pelayanan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) 

yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam rangka 

Penyerahan Penghargaan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 dan 

Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Berdasarkan hasil evaluasi diataslah DPMPTSP Kota Pekanbaru meraih 

penghargaan Role Model penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Kota di 

Indonesia oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

(PAN-RB) Pada Kamis, 2 Maret 2017. Ini  merupakan hasil evaluasi terhadap 

ratusan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Ini merupakan prestasi yang 
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sangat baik untuk memotivasi seluruh pelayanan di Indonensia yang harus 

reformasi birokrasi, cepat dan efisien. 

Tidak hanya menerima penghargaan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kota 

Pekanbaru juga menerima penghargaan dari Frontier Consulting Group yang 

merupakan salah satu perusahaan marketing research dan consulting terkemuka di 

Indonesia dan Tempo Media Group bersama dengan Kementrian Dalam Negeri 

dalam acara Indonesia’s Attractiveness Award  (IAA) yang merupakan ajang 

pemberian  penghargaan dan apresiasi pada kinerja kepala daerah yang mampu 

menunjukkan indeks terbaik yang tergambar pada pemenuhan indikator, yakni 

investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik, dimana hasil 

pengukuran Indonesia’s Attractiveness Index menjadi barometer bagi para 

investor untuk melihat peluang investasi di setiap daerah di Indonesia. Dengan 

tujuan pengukuran dan penyebaran hasil pengukuran. Dengan barometer yang 

pertama, untuk meningkatkan kesadaran kepala daerah akan 

pentingnya  menjadikan daerah mereka sebagai tujuan investasi dan 

pembangunan daerah. Yang kedua untuk memberikan inspirasi kepada kepala 

daerah guna membangun strategi-strategi yang lebih terarah dan jelas di masa 

depan. Yang ketiga untuk memberikan informasi kepada para investor terhadap 

kesempatan bisnis untuk  investasi-investasi di daerah potensial di Indonesia. 
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Tabel 1.1 

Daftar Pemenang Indonesia’s Attractiveness Award  (IAA) Tahun 2017 kategori 

Kota Terbaik 

 

No Nama Kota Indekx Total Kriteria 

1 Kota Bandung 90,19 Platinum 

2 Kota Surabaya 88,08 Platinum 

3 Kota Semarang 86,95 Platinum 

4 Kota Medan 85,46 Platinum 

5 Kota Malang 84,71 Platinum 

6 Kota Palembang 83,49 Platinum 

7 Kota Denpasar 83,42 Platinum 

8 Kota Bandar Lampung 83,25 Platinum 

9 Kota Balikpapan 82,76 Platinum 

10 Kota Padang 82,75 Platinum 

11 Kota Batam 81,98 Platinum 

12 Kota Pekanbaru 80,79 Platinum 

13 Kota Samarinda 80,75 Platinum 

14 Kota Makassar 80,57 Platinum 

15 Kota Tangerang Selatan 80,41 Platinum 

16 Kota Tangerang 79,34 Platinum 

17 Kota Yogyakarta 79,10 Platinum 

18 Kota Banjarmasin 78,36 Platinum 

19 Kota Depok 77,84 Platinum 

20 Kota Pontianak 77,54 Platinum 

21 Kota Manado 76,63 Platinum 

22 Kota Jambi 75,76 Platinum 

23 Kota Bekasi 75,38 Platinum 

24 Kota Bengkulu 74,10 Platinum 

Sumber: www.indonesiaattractiveness 

Dalam ajang ini Kota Pekanbaru masuk ke dalam kategori kota terbaik 

urutan ke dua belas (12) dengan indeks total 80,79 hal ini menunujukkan bahwa 

adanya potensi besar Kota Pekanbaru menarik minat para investor berbagai 

industri dan pelaku bisnis beragam sektor, dan hal ini tidak terlepas dari peran 
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DPMPTSP Kota Pekanbaru yang memiliki kualitas pelayanan yang baik 

sehingga para infestor dan penanam modal merasa dilayani dengan baik. Dimana 

dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru, awal tahun 2017 target investasi di Kota Pekanbaru hanya Rp2 

triliun, namun jelang akhir tahun 2017, investasi di Pekanbaru meningkat tajam 

hingga mencapai 4 Trilun lebih.  

Pencapaian ini juga diperkuat dengan pencapaian target dan realisasi 

Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) sesuai laporan kegiatan penanaman 

modal tahun 2017 dimana target awal hanya 585 namun yang telah terealisasi 

mencapai 629,94.(sumber: http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/PMA-PMDN) 

Tidak hanya dalam bidang pelayanan pada penanaman modal dan 

infestasi, kualitas pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Pekanbaru juga 

mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap DPMPTSP Kota Pekanbaru. 

Tabel 1.2 

Data Statistik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP kota pekanbaru 

periode 2011-2017 

 

No Tahun IKM 

1 2011 80,92 

2 2012 80,91 

3 2013 80,93 

4 2014 81,03 

5 2015 81,15 

6 2016 81,22 

7 2017 81,76 

Sumber: http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/ikm/ 

http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/ikm/
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Guna memantau keefektifan pelayanan DPMPTSP Pekanbaru maka telah 

dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan SK MENPAN No. KEP. 

25/M.PAN/II/2004 kepada beberapa responden (pengguna layanan) dengan 

indeks kepuasan sebesar 80,92 (Tahun 2011), 80,91 (Tahun 2012), 80,93 (Tahun 

2013) , 81,03 (Tahun 2014), 81,15 (Tahun 2015), 81,22 (Tahun 2016) dan 81,76 

(Tahun 2017). Dari survei IKM tahun 2011 sampai dengan 2017 hanya pada 

tahun 2012 IKM mengalami penurunan 0,01, selebihnya IKM (pengguna 

layanan) mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. 

Pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru juga dibagi menjadi 

Front office dan Back Office dimana pemohon hanya berurusan dengan Front 

Office dan selanjutnya penyelesaian diselenggarakan oleh Back Office sehingga 

ini dapat memotong birokrasi yang panjang. Selain itu system pelayanan juga 

telah mengalami perubahan dimana dahulu pelayanan perjenis perizinan dan non 

perizinan terbagi pada loket-loket pelayanan, namun saat ini seluruh loket 

pelayanan dapat melakukan pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan 

yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Bagi pengguna layanan yang akan melakukan urusan terkait 

beberapa pelayanan dapat dilayani dengan sistem pelayanan “paralel” dengan 

syarat ketentuan berlaku sesuai peraturannya, diantara pelayanan terkait yaitu: 

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

b. Izin Gangguan (HO) 
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c. Surat Keterangan Fiskal 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Pekanbaru juga di lengkapi dengan beberapa fasilitas pelayanan yang 

sedikit berbeda dengan beberapa dinas lain, diantaranya: 

a. Ruang Bermain Anak 

Area ini dikhususkan untuk sarana bermain anak ketika orang tua nya 

melakukan pengurusan perizinan. 

b. Smoking Area  

DPMPTSP menyediakan area untuk perokok sesuai dengan standart 

pelayanan.  

c. Ruang Menyusui Bayi  

Menjaga kenyamanan dalam pelayanan, DPMPTSP memfasilitasi ruang untuk 

menyusui bayi  

d. Pondok Senyum  

Pada ruang tunggu pelayanan , DPMPTSP menyediakan makanan ringan dan 

air mineral untuk masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan. 

Selain itu dengan penggunaan sistem antrian tentunya masyarakat akan 

lebih tertib dalam melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di 

DPMPTSP. (sumber: Data DPMPTSP Kota Pekanbaru) 

Sangat penting bagi instansi yang menjalankan tugasnya untuk dapat 

memperikan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan terbaiknya kepada 
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publik atau masyarakat, bukan hanya karena itu memang sudah tugasnya namun 

memang sudah menjadi kewajiban mereka karena konsekuensi akibat buruknya 

pelayanan yang mereka berikan nantinya akan berdampak pada eksistensi 

instansi terkait. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di DPMPTSP Kota Pekanbaru, 

peneliti menemukan bahwa DPMPTSP Kota Pekanbaru memiliki kualitas 

pelayanan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraihnya di 

tingkat Nasional , DPMPTSP Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan Role 

Model sebagai  penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Kota di Indonesia  

Tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

(PAN-RB) dan dari data statistik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam enam (6) tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji fenomena dengan 

judul “Faktor Determinan Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

Apa Faktor Determinan Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Faktor Determinan 

Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi 

cerminan dan pelajaran bagi instansi lain terutama Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) selingkup Kota Pekanbaru agar dapat lebih terpacu untuk lebih 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

b. Akademis 

Dengan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan atau 

referensi dalam pengkajian masalah kualitas pelayanan dan dapat pula 

memberi manfaat serta perbandingan ilmu bagi peneliti lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 


